BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah
telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 85
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

bahwa sehubungan adanya penyesuaian belanja untuk kegiatan
yang bersifat mendesak, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan
penyesuaian kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

-0 -

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang  Nomor 110  Tahun 2024 tentang
Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Garut 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2025 Nomor 14);

Peraturan Bupati Garut Nomor 85 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2025 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 85
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 88), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp4.575.464.364.305,00 (empat triliun lima ratus
tujuh puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta
tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah),
yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
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b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar

Rp3.796.136.355.004,00 (tiga triliun tujuh ratus
sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh enam
juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat rupiah), yang
terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp3.557.984.029.000,00 (tiga triliun lima ratus lima
puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat
juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp238.152.326.004,00 (dua ratus tiga puluh delapan
miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh
enam ribu empat rupiah).

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp4.698.579.558.506,00 (empat triliun enam ratus
sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh
sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus
enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Dbelanja operasi;
b. belanja modal;
c. Dbelanja tidak terduga; dan

d. Dbelanja transfer.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp3.769.311.088.649,00
(tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga
ratus sebelas juta delapan puluh delapan ribu enam
ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;

c. belanja subsidi;
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d. Dbelanja hibah; dan
e. Dbelanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.998.414.616.263,00
(satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan
miliar empat ratus empat belas juta enam ratus enam
belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.495.273.311.083,00 (satu triliun empat ratus
sembilan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga
juta tiga ratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c sebesar Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga
puluh tujuh juta rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp269.585.161.303,00
(dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus
delapan puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu
tiga ratus tiga rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp5.801.000.000,00 (lima miliar delapan ratus satu
juta rupiah).

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 9
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

(2)

Rp1.998.414.616.263,00 (satu triliun sembilan ratus
sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat belas
juta enam ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh
tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

b. Dbelanja tambahan penghasilan aparatur sipil
negara;

c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

d. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
dan

e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil
Bupati.

Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl1.375.128.807.581,00 (satu
triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua
puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus
delapan puluh satu rupiah).
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Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp585.554.839.921,00 (lima
ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh
empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu
sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp34.492.360.980,00 (tiga puluh
empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga
ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh
rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp1.776.557.781,00 (satu miliar
tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima
puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu
rupiah).

Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp1.462.050.000,00 (satu miliar
empat ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu
rupiah).

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp223.562.838.005,00
(dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh
dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f.  belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp3.853.252.600,00 (tiga miliar delapan ratus lima
puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu enam
ratus rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp72.925.594.233,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan
ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh
empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
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(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp57.987.046.889,00 (lima puluh tujuh miliar
sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh
enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan
rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp56.717.090.885,00 (Lima puluh enam miliar tujuh
ratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu delapan
ratus delapan puluh lima rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp31.699.212.498,00 (tiga puluh satu miliar enam
ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua belas
ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp380.640.900,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam
ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf C direncanakan sebesar

Rp28.099.833.004,00 (dua puluh delapan miliar sembilan
puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu
empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp677.605.798.848,00
(enam ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima
juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan
ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp37.500.000.000,00
(tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp640.105.798.848,00 (enam ratus empat puluh miliar
seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan
ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
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9. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 17

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan
APBD tahun anggaran 2026, dengan tata cara sesuai
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,
dan  pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

kerusakan sarana/prasarana  yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau

d. bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain
untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah.
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Pasal II
Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI GARUT,
ttd

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2026 NOMOR 3



